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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana program bantuan sosial dilaksanakan,
mengidentifikasi penyebab ketergantungan penerima dan menjelaskan inisiatif pemerintah untuk
mendorong keluarga penerima manfaat agar menjadi mandiri. Sebagai alat penting dalam kebijakan
kesejahteraan sosial, program bantuan sosial melindungi kelompok rentan dan membantu masyarakat
miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, masih terdapat sejumlah masalah dalam
implementasi bantuan sosial, terutama terkait akurasi data penerima manfaat, persepsi publik
terhadap program dan kecenderungan sebagian peserta untuk terus menerima bantuan. Penelitian ini
menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan
dan wawancara mendalam. Pekerja sosial yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program
bantuan sosial serta perwakilan dari Dinas Sosial menjadi narasumber penelitian. Untuk memahami
dinamika pelaksanaan program dan perilaku penerima bantuan, data dianalisis melalui proses
transkripsi, reduksi data, kategorisasi tema dan interpretasi. Temuan menunjukkan bahwa bantuan
sosial umumnya dilaksanakan melalui metode distribusi yang lebih langsung dan terorganisir kepada
pengguna, yang telah mengurangi kemungkinan penyalahgunaan. Namun, hambatan utama yang
memengaruhi ketepatan penargetan program tetaplah masalah kualitas data penerima manfaat dan
pembaruan data. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sifat rutin desain program, opini
masyarakat, budaya menerima bantuan dan kondisi ekonomi keluarga saling berinteraksi untuk
memengaruhi ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan sosial. Namun, pemerintah telah
melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi Kketergantungan, termasuk langkah-langkah
pemberdayaan ekonomi, pertemuan pengembangan kapasitas keluarga dan program lulusan. Kualitas
metode pengumpulan data, prosedur verifikasi, dukungan sosial serta pengintegrasian inisiatif
pemberdayaan yang berfokus pada kemandirian penerima, semuanya memengaruhi efektivitas
bantuan sosial menurut temuan studi ini.
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Pendahuluan

Salah satu alat kebijakan negara untuk menjaga stabilitas kesejahteraan sosial,
terutama bagi kelompok rentan dan rumah tangga berpendapatan rendah adalah
program bantuan sosial (Hermawati et al., 2024). Bantuan sosial ditempatkan dalam
kerangka negara kesejahteraan sebagai inisiatif perlindungan sosial untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar individu dan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk
memerangi kemiskinan. Bantuan sosial sangat penting karena kemiskinan bukan hanya
akibat pendapatan rendah, hal ini juga terkait dengan akses yang tidak memadai
terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan berkualitas dan sumber daya
keuangan yang cukup (Syahwanes et al., 2025).
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Bantuan sosial dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial yang transformatif
dan protektif (Siahaan et al., 2025). Di satu sisi dukungan sosial membantu masyarakat
miskin tetap tangguh di hadapan kesulitan finansial. Namun, diharapkan program ini
berfungsi sebagai batu loncatan bagi penerima untuk meningkatkan kemampuan hidup
secara lebih mandiri (Wuryaningsih, 2024). Oleh karena itu, bantuan sosial idealnya tidak
hanya sekadar memberikan kesejahteraan akan tetapi juga harus digunakan sebagai alat
pemberdayaan yang dapat membantu penerima secara bertahap keluar dari situasi
rentan (Prafianti & Prananta Moeis, 2025). Namun pada kenyataannya, program bantuan
sosial sering menghadapi kesulitan yang melampaui sekadar distribusi bantuan
(Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Kesulitan ini mencakup faktor sosial, budaya dan
perilaku dari populasi penerima selain faktor administratif, teknologi dan birokrasi.
Kecenderungan sebagian penerima untuk memandang bantuan sosial sebagai sumber
pendapatan jangka panjang bukan sebagai dorongan jangka pendek untuk memperbaiki
kondisi keuangan keluarga merupakan masalah yang sangat signifikan (Syahputra &
Sukmana, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa sejauh mana program dapat mendorong
orientasi kemandirian di kalangan pengguna menentukan efisiensi bantuan sosial selain
keberhasilan distribusinya (Nasripani, 2025).

Dalam pembahasan kebijakan kesejahteraan, fenomena ketergantungan pada
bantuan sosial telah muncul sebagai perhatian krusial. Ketergantungan harus
diinterpretasikan sebagai hasil interaksi antara kondisi ekonomi rumah tangga,
pengalaman sosial penerima, persepsi masyarakat secara kolektif terhadap bantuan dan
desain kebijakan yang diterapkan (Fentiani et al.,, n.d.). Hal ini tidak dapat dipahami
semata-mata sebagai kurangnya motivasi individu. Karena bantuan sering diberikan
tanpa insentif struktural yang cukup untuk mendorong kemandirian ekonomi, penerima
sering kali tetap berada dalam posisi pasif. Namun, bantuan sosial tetap esensial untuk
mempertahankan mata pencaharian kelompok-kelompok yang kurang beruntung di
masyarakat yang terus hidup dalam situasi yang tidak aman (Zainab et al., 2023).

Ketepatan data mengenai penerima bantuan sosial menjadi hambatan signifikan
dalam implementasi kebijakan sosial, selain masalah ketergantungan (Sylvia etal., 2025).
Penerima yang secara ekonomi sudah tidak memenuhi syarat namun tetap tercatat
sebagai penerima serta pengabaian terhadap orang yang sebenarnya lebih
membutuhkan, dapat terjadi akibat ketidaksesuaian antara data administratif dan
kondisi nyata di masyarakat (Ruben, 2025). Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa
efektivitas bantuan sosial tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan besarnya anggaran
atau jumlah penerima, kualitas sistem pengumpulan data, prosedur verifikasi dan
kemampuan lembaga pelaksana untuk memperbarui data secara berkala semuanya
memiliki dampak yang besar (Taufik et al.,, 2025).

Hubungan antara berbagai pihak, termasuk organisasi layanan sosial, fasilitator
program, pejabat desa dan masyarakat penerima juga memengaruhi bagaimana bantuan
sosial disalurkan dalam konteks pelaksanaan di lapangan (Nunung & Sulastri, 2025).
Untuk memastikan bahwa bantuan mencapai penerima yang dituju dan memiliki dampak
yang lebih besar daripada sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi, setiap pemangku
kepentingan memainkan peran yang saling terkait. Akibatnya, penelitian tentang
bantuan sosial harus melihat bagaimana kebijakan diimplementasikan, bagaimana
prosedur verifikasi dilakukan dan bagaimana inisiatif pemberdayaan dimasukkan ke
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dalam rencana untuk mengurangi ketergantungan bukan hanya memperlakukan
penerima sebagai objek kebijakan (Nunung & Sulastri, 2025).

Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada penargetan penerima manfaat
atau menekankan bagaimana bantuan sosial dapat mengurangi kemiskinan jangka
pendek (Saragih, 2024). Namun, dari perspektif kebijakan sosial tingkat lokal masih
terdapat kekurangan penelitian yang secara eksplisit menganalisis hubungan antara
administrasi bantuan sosial, dinamika data penerima dan perkembangan
ketergantungan penerima (Nunung & Sulastri, 2025). Pada kenyataannya, faktor-faktor
yang paling penting bagi kelangsungan jangka panjang program bantuan sosial adalah
ketergantungan dan keakuratan data karena hal ini bertujuan untuk menempatkan
pelaksanaan kebijakan dan kondisi sosioekonomi penerima dalam kerangka analitis yang
terintegrasi sehingga penelitian ini sangat relevan (Saragih, 2024).

Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah : (1) mengkaji bagaimana program
bantuan sosial dilaksanakan; (2) mengidentifikasi variabel-variabel yang menyebabkan
ketergantungan penerima manfaat; dan (3) menjelaskan hubungan antara mekanisme
kebijakan bantuan sosial dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan
wawasan yang berguna untuk meningkatkan tata kelola bantuan sosial sehingga
berfungsi sebagai alat perlindungan sekaligus sarana untuk transformasi kesejahteraan
sosial yang lebih berkelanjutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
konseptual bagi kemajuan studi kebijakan sosial (Salsabila, 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif untuk memahami
sepenuhnya dinamika pelaksanaan bantuan sosial dan kecenderungan ketergantungan
penerima manfaat dalam kerangka kebijakan sosial (Haliim & Hakim, 2024). Metode ini
dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara kontekstual pengalaman,
sudut pandang dan interpretasi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan
sosial (Siahaan et al., 2025). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini tidak
hanya berfokus pada hasil akhir program tetapi juga pada proses implementasi,
hubungan antar aktor dan makna sosial yang muncul dalam praktik kebijakan yang
sebenarnya (Sylvia et al,, 2025). Melalui partisipasi aktor pelaksana yang memiliki
hubungan langsung dengan proses pelaksanaan program, penelitian ini dilakukan dalam
kerangka pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat lokal. Lingkungan kebijakan dan
pelaksanaan bantuan sosial terkait metode distribusi, pembaruan data penerima
manfaat, pendampingan sosial serta inisiatif untuk mendukung kemandirian keluarga
penerima manfaat menjadi fokus lapangan (Herlambang & Wicaksono, 2025).

Informan penelitian dipilih secara cermat berdasarkan kekayaan dan relevansi
informasi yang dapat mereka berikan terkait tujuan studi. Fasilitator program bantuan
sosial dan Kepala Dinas Sosial Kota Batu menjadi informan utama dalam studi ini. Kedua
kelompok ini dipilih karena posisi strategis dalam memahami kendala administratif,
dinamika sosial penerima manfaat, proses implementasi program serta berbagai inisiatif
untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Informan dipilih berdasarkan
keterlibatan langsung dalam pelaksanaan, pengawasan dan komunikasi dengan keluarga
penerima manfaat (Danar Ezrananda & Imam Mukhlis, 2024).
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Wawancara mendalam dan pengamatan lapangan digunakan sebagai metode
pengumpulan data dalam penelitian ini. Proses implementasi bantuan sosial, masalah
dalam pengumpulan data penerima manfaat, persepsi terhadap perilaku penerima
manfaat serta taktik yang digunakan untuk mendorong kelulusan penerima manfaat atau
kemandirian, semuanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Wawancara
dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam
mengajukan pertanyaan sekaligus memberi kesempatan kepada narasumber untuk
membahas pengalaman dan pandangan secara lebih rinci (Nunung & Sulastri, 2025).
Penelitian ini menggunakan observasi lapangan selain wawancara untuk memahami
konteks sosial pelaksanaan bantuan sosial. Observasi dilakukan untuk
mendokumentasikan kondisi di lapangan, pola interaksi antar pihak dan gambaran
umum kondisi sosioekonomi masyarakat terkait pelaksanaan program bantuan sosial.
Berkat observasi ini yang melengkapi data wawancara, peneliti dapat memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan
(Heryanto & Prayoga, 2023).

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa tahap. Transkripsi
wawancara merupakan langkah awal yang melibatkan pengubahan informasi lisan
menjadi bentuk tertulis untuk pembacaan, kategorisasi dan analisis yang sistematis.
Pengurangan data sebagai langkah kedua, melibatkan pemilihan dan pemfokusan pada
informasi yang relevan dengan tujuan studi. Langkah ketiga adalah kategorisasi dan
pengelompokan tema yang mencakup identifikasi tren utama yang muncul dari temuan
wawancara dan pengamatan. Tren-tren ini meliputi implementasi program, masalah data
penerima manfaat, ketergantungan pada bantuan dan strategi pemberdayaan. Langkah
terakhir adalah interpretasi data yang melibatkan penafsiran hasil lapangan dengan
menghubungkannya ke kerangka teoretis dan fokus analitis studi (Dimas, 2025).
Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber di mana membandingkan data dari
beberapa informan, terutama antara pelaksana kebijakan dan fasilitator program untuk
menjamin keaslian data. Tujuan triangulasi ini adalah untuk meningkatkan validitas
temuan penelitian dan menjamin konsistensi informasi. Oleh karena itu, diharapkan
temuan penelitian ini akan menggambarkan kondisi implementasi bantuan sosial secara
lebih akurat, menyeluruh dan sesuai dengan realitas lapangan (Marhawani et al., 2025).

Hasil dan Diskusi

Implementasi Program Bantuan Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, berbeda dengan pola distribusi
sebelumnya, program bantuan sosial umumnya dilaksanakan melalui proses yang lebih
terstruktur dan relatif lebih akuntabel. Peran perantara dalam proses distribusi
berkurang ketika bantuan disalurkan langsung kepada penerima melalui sistem
perbankan atau saluran formal lainnya. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk
mengurangi penyalahgunaan dana dan memastikan bantuan sampai langsung ke
keluarga penerima (Taufik et al., 2025). Namun, pelaksanaan bantuan sosial melampaui
sekadar distribusi (Noerkaisar, 2021). Temuan wawancara menunjukkan bahwa masih
terdapat sejumlah kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaan program di
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lapangan, terutama terkait pembaruan data, verifikasi penerima manfaat dan koordinasi
antar pihak terkait (Widyaningsih et al., 2023).

Hal ini menekankan bahwa kualitas sistem yang mendukung keberlanjutan
program dan ketepatan penargetan sama pentingnya dalam menentukan keberhasilan
pelaksanaan bantuan sosial seperti jumlah bantuan yang disalurkan. Dari sudut pandang
implementasi kebijakan, kriteria ini menunjukkan bahwa bantuan sosial adalah
kebijakan yang bergantung pada desain pusat dan efektivitas implementasi lokal
(Argandini et al., 2025). Pelaksana program, termasuk pekerja sosial dan organisasi
layanan sosial, sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap
sesuai dengan kondisi sosial ekonomi penerima. Oleh karena itu, implementasi bantuan
sosial bukan sekadar proses administratif yang berjalan otomatis melainkan ini adalah
proses dinamis yang membutuhkan partisipasi aktif dari para pelaku implementasi.

Permasalahan Data Penerima

Ketepatan data penerima bantuan sosial merupakan salah satu kesimpulan paling
menonjol dalam studi ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat
kesenjangan antara data administratif yang digunakan untuk mengidentifikasi penerima
bantuan dan kondisi sosioekonomi penduduk lokal. Sementara beberapa anggota
masyarakat dianggap lebih membutuhkan namun belum dimasukkan ke dalam daftar
penerima manfaat, beberapa rumah tangga atau individu yang secara finansial lebih baik
tetap diklasifikasikan sebagai penerima bantuan. Hasil ini menunjukkan bahwa masalah
bantuan sosial tidak hanya terkait distribusi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas
metode pengumpulan data dan pembaruan data sosioekonomi masyarakat (Taufik et al.,
2025). Karena data penerima manfaat harus melalui beberapa putaran verifikasi dan
sinkronisasi antar lembaga tidak selalu mungkin untuk memperbaruinya dengan cepat.

Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data resmi yang digunakan dalam
pembuatan kebijakan dan realitas sosial di lapangan. Alhasil, ketika program bantuan
sosial dilaksanakan ketidakselarasan tujuan bantuan tetap menjadi ancaman. Masalah
data ini merupakan masalah struktural yang sangat memengaruhi keberhasilan program
dari sudut pandang kebijakan sosial. Kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi
populasi rentan berisiko tidak selaras jika data tidak cukup responsif terhadap
perubahan kondisi masyarakat (Hulukati et al., 2026). Akibatnya, keakuratan data harus
dipandang sebagai dasar utama untuk menjamin distribusi bantuan sosial yang adil
bukan sekadar masalah administratif.

Faktor Pembentuk Ketergantungan

Studi ini menunjukkan bahwa berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya dan
kebijakan saling berinteraksi untuk memengaruhi kecenderungan ketergantungan pada
bantuan sosial. Mayoritas keluarga penerima masih memandang bantuan sosial sebagai
hal yang esensial dari sudut pandang ekonomi karena membantu mereka memenuhi
kebutuhan dasar dalam iklim ekonomi yang tidak menentu. Bantuan sosial dipandang
sebagai sumber dukungan yang aman dan dapat diandalkan dalam situasi yang rapuh
tersebut. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa meskipun kondisi
keuangan keluarga mulai membaik, sebagian masyarakat percaya bahwa bantuan sosial
adalah “terlalu baik untuk dilepaskan." Hal ini menggambarkan keyakinan masyarakat
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bahwa bantuan tidak hanya dipandang sebagai langkah pengamanan jangka pendek
tetapi juga sebagai hak yang harus dipertahankan selama masih dapat diakses. Kondisi
ini menunjukkan bahwa ketergantungan dipengaruhi oleh budaya penerimaan bantuan
yang telah muncul dalam konteks sosial komunitas selain berakar pada kebutuhan
ekonomi.

Pola ketergantungan terbentuk tidak hanya oleh pertimbangan sosioekonomi
tetapi juga oleh karakter rutin perencanaan kebijakan. Bantuan yang rutin dapat
menyebabkan pola ekspektasi yang konsisten di kalangan penerima, terutama jika tidak
diimbangi dengan insentif yang kuat untuk kemandirian. Dalam hal ini, ketergantungan
terkait dengan cara kebijakan sosial dibuat dan diadopsi oleh penerima serta "kemauan”
individu untuk berubah. Hasil ini mendukung gagasan bahwa diperlukan interpretasi
yang lebih kritis terhadap teori ketergantungan kesejahteraan. Ketergantungan harus
dipandang sebagai hasil interaksi antara struktur bantuan, situasi sosial di rumah dan
persepsi kolektif masyarakat terhadap bantuan sosial itu sendiri. Hal ini tidak dapat
dijelaskan secara memadai hanya dengan motivasi kerja penerima yang rendah.

Dampak Bantuan Sosial terhadap Penerima

Temuan studi ini secara umum menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki
dampak yang nyata terhadap kemampuan keluarga penerima manfaat dalam memenuhi
kebutuhan pokok terutama di masa-masa ekonomi yang sulit. Untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan anak-anak, kebutuhan pangan dan kebutuhan lain yang penting
bagi kelangsungan hidup keluarga, bantuan sosial berfungsi sebagai penopang konsumsi
rumah tangga. Bantuan sosial terus memainkan peran pelindung yang vital bagi
kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam konteks ini. Namun, masih terdapat
batasan mengenai bagaimana bantuan sosial dapat mendorong kesejahteraan jangka
panjang. Berdasarkan penelitian lapangan, bantuan sosial lebih berfungsi sebagai
penopang konsumsi daripada sebagai alat yang secara langsung meningkatkan
produktivitas ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan
sosial berguna untuk menjaga stabilitas mata pencaharian penerima manfaat dalam
jangka pendek, hal itu belum tentu cukup untuk membawa perbaikan jangka panjang
dalam status sosial-ekonomi penerima manfaat (Amaliah et al., 2026).

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial harus dievaluasi secara
proporsional. Bantuan sosial tidak dapat menjadi satu-satunya alat yang digunakan
untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Namun, peluang penerima untuk
menjadi mandiri berkurang ketika bantuan terbatas pada peran konsumtif tanpa
diintegrasikan ke dalam rencana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Oleh karena
itu, agar bantuan sosial dapat melindungi sekaligus meningkatkan kondisi hidup
penerimanya, fungsi transformatifnya harus diperkuat.

Strategi Pemerintah untuk Mengurangi Ketergantungan

Menurut penelitian, inisiatif untuk mengurangi ketergantungan penerima
bantuan sosial telah diintegrasikan melalui berbagai strategi pemberdayaan dan
dukungan. Upaya menuju "graduasi,” yaitu kondisi di mana penerima manfaat didorong
untuk meninggalkan status penerima karena telah mencapai tingkat kemandirian yang
lebih tinggi merupakan salah satu taktik populer. Dalam hal ini, bantuan sosial dipandang
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sebagai bantuan jangka pendek yang harus diikuti dengan peningkatan kemampuan
penerima untuk mendukung diri sendiri. Pendekatan pemerintah juga tercermin dalam
program dukungan sosial dan pendidikan keluarga yang telah diluncurkan yang
bertujuan meningkatkan pemahaman penerima agar bantuan digunakan secara lebih
efektif. Kebijakan bantuan sosial tidak sepenuhnya pasif seperti terlihat pada program
yang mendukung kemandirian, meningkatkan pengelolaan keuangan keluarga dan
mendorong penggunaan bantuan untuk kebutuhan yang lebih strategis (Aziz et al., 2025).
Dalam situasi ini, pekerja sosial berperan penting dalam menjembatani kesenjangan
antara realitas kehidupan penerima manfaat dan kebijakan resmi. Selain itu, hasil
wawancara menunjukkan bahwa upaya sedang dilakukan untuk memperkuat penerima
melalui bantuan usaha atau dukungan keuangan khusus bagi kelompok yang dianggap
memiliki kapasitas untuk berkembang secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa
pengurangan bantuan hanyalah salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan, cara
lain adalah memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk mengembangkan
mata pencaharian yang lebih stabil . Untuk menyeimbangkan aspek transformatif dan
protektif dari bantuan sosial, pendekatan pemberdayaan menjadi sangat penting.

Analitis Teori

Hasil studi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki legitimasi yang
signifikan sebagai alat pelindung bagi populasi rentan ketika ditinjau melalui lensa
negara kesejahteraan. Stabilitas kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan
bergantung pada dukungan sosial, terutama ketika akses mereka terhadap sumber daya
keuangan terbatas. Dalam situasi ini, negara menjalankan peran pelindungnya dengan
memberikan bantuan yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup
komunitas. Namun, studi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada bantuan tidak
dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa penerima manfaat kehilangan kemauan untuk
bekerja ketika ditinjau dari perspektif teori ketergantungan kesejahteraan. Faktanya,
temuan lapangan menunjukkan bahwa campuran antara kebutuhan ekonomi aktual,
pandangan masyarakat terhadap bantuan, peluang ekonomi yang terbatas dan desain
kebijakan yang berulang-ulang menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan oleh
karena itu harus dilihat sebagai masalah struktural dan budaya (Ariyanto, 2026).

Sementara itu, studi kami menunjukkan bahwa kualitas implementasi di tingkat
lapangan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas bantuan sosial dari sudut
pandang implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang tampak baik di atas kertas tidak
selalu berjalan dengan baik dalam praktiknya, sebagaimana dibuktikan oleh masalah
seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan pembaruan informasi dan persyaratan
verifikasi berlapis. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan, kualitas data dan
kemampuan pelaksana untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan yang selaras
dengan realitas sosial masyarakat, semuanya berperan dalam efektivitas program
bantuan sosial (Situmorang et al., 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial telah
mengalami perbaikan melalui mekanisme distribusi yang lebih terstruktur dan
penggunaan saluran formal, tetapi efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala
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pada tingkat implementasi. Permasalahan utama ditemukan pada akurasi dan
pembaruan data penerima, proses verifikasi, serta koordinasi antaraktor pelaksana.
Ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi sosial ekonomi masyarakat
menyebabkan bantuan berpotensi tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dengan demikian,
kualitas data tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi menjadi faktor
penting dalam menentukan keadilan dan efektivitas kebijakan bantuan sosial.
Ketergantungan penerima manfaat juga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai
akibat rendahnya motivasi individu untuk bekerja. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa ketergantungan terbentuk melalui interaksi antara kebutuhan ekonomi,
keterbatasan peluang ekonomi, budaya penerimaan bantuan, persepsi terhadap bantuan
sebagai hak yang perlu dipertahankan, serta pola pemberian bantuan yang berlangsung
secara rutin.

Bantuan sosial tetap memiliki fungsi protektif yang penting karena membantu
keluarga memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan dan pendidikan, serta menjaga
stabilitas kehidupan rumah tangga dalam kondisi ekonomi yang rentan. Namun, apabila
bantuan hanya berfungsi sebagai penopang konsumsi, dampaknya terhadap peningkatan
kesejahteraan jangka panjang menjadi terbatas. Oleh karena itu, keberlanjutan program
bantuan sosial memerlukan penguatan fungsi transformatif melalui strategi
pemberdayaan dan graduasi penerima manfaat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui
peningkatan kapasitas ekonomi keluarga, pendampingan sosial, penguatan literasi dan
pengelolaan keuangan, serta pemberian dukungan usaha bagi penerima yang memiliki
kapasitas untuk berkembang secara mandiri. Penelitian ini menegaskan bahwa
keberhasilan bantuan sosial tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan,
tetapi juga dari kemampuan program dalam memastikan ketepatan sasaran, mengurangi
ketergantungan, dan mendorong penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi dan
sosial.
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